PEMERINTAII PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERKEBUNAN

Alumat . Jalan Jenderal Socdirman No 10 Telp. ((556) 3221363 32236717
PALANGKA RAYA

SURAT PESANAN

SATUAN KFRIA PEJABAI

IPENANDA | ANGAN/PFNGFSAHAN TANDA
RUKTT PFRIANJIAN : DINAS PEFRKFBUNAN
SURAT PESANAN (5P) PROVINSI KALIMANIAN | ENGAH

NOMOR DAN TANGGAL SP :
l027/49/Sekret/Disbun/01.2023-5P
Tanggal 24 lanuari 2023

Yang bertanda Langan di bawah ini :
H. RIZKY RAMADHANA BADIURT, 5.T., M.T.
PIt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

1. 1andral Soedirman No 18 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota
Palangka Raya Kalimantan 1engah&  Kola Malangkaraya - Kalimantan 1engah

selanjutnya disebul sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukli
Perjanjlan;

SUMBLR ABADI

11 Mahir Mahar No. 09 RT. 012 RW. 014

selanjutnya disebul sebagai Penyedla;

untuk mengirimkan barang dengan mamparhatikan katentuan ketentuan
schagal berikut :

RIncian Bardny
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SYARAT NDAN KFTENTUAN :

|. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menernma pembayaran  atas
pembelian harang sesual dengan total harga dan waktu yang
tercantum di dalam SP Inl.
2. Menyedia memilikl kewajiban:

A. hdak membuat dan/atau menyampaikan dokomen
dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk
memanuhi persyaratan Katalog Clektronik;

b. tidak menjual barang melaln & Purchasing lebih mahal
darl harga harang yang dijual sclaln melalul ¢
Purchasmyg  pada periode  penjualan,  jumlah, dn
tempal serla spesifikasl teknis dan persyaratan yang
sammd;

¢, menginmkan barang sesual spesifikasi dalam SP ini
selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak
SP ini diterima oleh Penyedia;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan
kuanutas barang yang dipesan;

e, mengganti harang setelah Pejabal
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Parjanjian
melalui  Pejabat/Panitla Panerima Hasil Pekerjaan
(PPHP)  melakukan  pemeriksaan barang  dan
menemukan bahwa:




h. PFIABAT

PERJANIIAN

L. barang rusak akibal cacart produksl,

2. barang rusak pada saat pengiriman barang
hingga  barang ditenma oleh  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukl
Perjanjian; dan/atau

4. barang yang diterima tidak sesuai  dengan
spasifiknsi barang sebagaimana tercantum pada
S inl.

memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan
seperti instalasi, testing, don pelatihan (apabila ada);
memberikan layanan purnajual  sesuai  dengan
ketentuan garansl masing-masing barany.
PENANDATANGAN/PCNGLCSAHAN TANDA BUKTI

1. Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Dukti Perjanjian
memiliki hak:

a.
b.

C.

d.

C.

menerima  barang dan Penyedia sesual dengan
spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
mendapatkan jamingn keamanan, kualitas, dan
kuantitas barang yang dipesan;

meandapatkan penggantian barang, dalam hal:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang
hingga  harang  diterima  oleh  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjlan; dan/atau

3. barang yang ditenma Udak sesuai dengan
spesifikasi barang sehagaimana tercantum pada
SPn

Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjlkan
seperti instalasl, testing, dan pelatihan (apabila ada);
Mendapatkan layanan purnajual sesuai  dengan
ketentuan gardansi masing-masing barang.

2. Pajahal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
memiliki kewajiban:

d.

h.

<.

melakukan pembayaran scsual dengan total harga
yany tercantum di dalam SP ini, dan

memernksa kuahtas dan kuantitas barang;

mamactikan layanan Lambahan lelah dilaksanakan
oleh penyedia scpertl Instalasl, testing, dan pelatihan
(apablla ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia  mengirimkan barang dan mclaksanakan layanan sesual
spesifikasi dalam SP ini selambat lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun)
sajak SPinl direrima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamal sebagai berikut:




1. Jendral Soedirman No 18 Kelurahan Malangka Kecamatan lekan Raya
Kota Palangka Raya Kalimantan lengah

4, Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 31 Maret 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Fetur Barang
a. Pejabal Penandatangan/Pengesalian Tanda Bukti Perjanjian melalul
PPHP menerima bharang dan melakukan pemeriksaan  barang
berdasarkan ketentuan di dalam S¥ inl.

b. Dalam hal pada saal pemeriksaan  barang, Pejabat
Penandatangan/Pengesahan landa Bukli Perjanjian menemukan
bahwa:

1. barang rusak akibal cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Buktl Parjanjian; dan/atau

3. barang yang dilerima tidak scsuar dengan spesifikasl barang
sebagaimana tercantum pada SP Inl.

Maka Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perfanjian
dapal  menolak  penerimaan  barang  dan menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau
kerusakan barang tersebul.

¢. Pcjabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukbti Perjanpan dapal
meminta Tim Tekms untuk melakukan pemeriksaan atau uji mulu
terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandalangan/Pengesahan landa Bukl Perjanjian dapat
memerintahkan Penyedia untuk menamukan dan mengungkapkan
cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang
dianagap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda  Bukti
Perjanpian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

@. Penyedia bertanggungjawah alas cacal mutu atau  kerusakan
harang dengan memberikan  penggantian  barang  selambal -
lambatnya () harl kerja.

G. Harga
1. Pejabat  Penandatangan/Pengesahan  landa  Bukli  Parjanjian

membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar
harga yang Lercantum pada SP inl.

2, Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, hlaya
overhead, blaya pengiriman, baya asuransi, blaya layanan
tambahan (apabila ada) dan hiaya layanan purna jual.

3. Rincian harga SP sesuai dengan rinclan yang tercantum ddlam
daftar kuantitas dan harga.




7. Perpajakan

Penyedia barkewajiban untuk membayar semua paiak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yany berlaku alas
pclaksanaan SP, Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap felah
lermasuk dalam harga 5P,

R Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya dipsrbolehkan  dalam  hal
rerdapat pergantlan nama Penyedia, haik schagai akibat peleburan
(merger), kansolidasi, atau pemisahan,
h. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan
ketentuan sehagal berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa
yanq bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan sepert
pangiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi; dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan
untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya
untuk pekenaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans,
reacly mix, hat mix dan lain sebaygainya.

9. Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalu adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dllakukan apabila diselujui oleh para pihak
dalam hal Llerjadi perubahan jadwal pengirman barang atas
permintaan  Pejabal  Penandatangan/Pengesahan Tanda  Buokli
Parjanjlan atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjaniian.

10.Peristiwa Kompensas:

a. Peristiwa Kompensasi dapat dibherikan kepada penyedia dalam hal
Pejabal  Penandatangan/Pengesahan  landa  Buktl  Parfanjlan
lerlambar melakukan pembaydaran preslasi pekojaan kepada
Penyedia.

h. Pejabat Penandalangan/Pengesahan  Tanda DBukbi  Perjanjian
dikenakan ganli rugi atas keterlambatan pembayaran sehesar .

11.Hak Alas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewanban untuk memastikan bahwa barang yang
dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Alas Kekayaan Tntelektial
(HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

h. Penyedia berkewajiban untuk menanggunyg Pejabat
Panandalangan/rengesahan Tanda Dokl Perjanjian dan alau alas
semua tuntutan, langgung jawab, kewajlban, kehllangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
tan biaya yang dikenakan terhadap Pcjabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjlan sehubungan
dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak




cipta, merek dagang, hak paten, dan hentuk HAKI lalnnya yangy
dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12.Jarmman Bebhas Cacat Mutu/Garansi

d.

d.

vanyedia dengan jamman pabrikan dari produsen pabrikan (jika
ada) berkewauban untulk menjamin bahwa selama penggunaan
secara wajar oleh Pajabal Penandarangan/Pengesalion Tanda Bukli
Parjan]ian, Barany Lidak menaandung cacal mutu yang discbabkan
aleh tindakan atau kelalalan Penysedia, atau cacat mutu akihal
desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacal mutu inl berlaku sampai dengan 12 (dua
belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waklu lan
yang ditetapkan dalam SF .

pejabat Penandatangan/Pengesabian Tanda Buktli Penanjian aken
menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segerd
setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa |ayanan
Purnajual.

Terhadap  pemberitahuon  cacat  mutu  oleh  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan  landa Buklu Ferjanjlan, Penyedla
berkewapban untuk memperbalki alau mengganti Barang dalam
jangka waklu yang ditetapkan dalam pemberitahuan terscbut.

lika Penyedia tidak memperbaiki atau menggant Barang akibat
cacat mutu dalam jangka waklu yang ditentukan, maka Pejabal
Penandatangan/Pengesahan  Tanda  Bukhi  Perjanjian  akan
menghitung  biaya  perbaikan  yang diperlukan  dan  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian  secara
langsung atau melalu pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda  Bukti  Perjanjian  akan
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk
membayar  hiaya perbalkan atau penggantian lersebul sesuai
dengan klaim  yang dlajukan secara Lerlulis oleh  Pajabat
Penandatangan/Pengasahan Tanda Bukt Perjanjian. Biaya lersebul
dapat dipotong oleh Pejabat Penandalangen/fengesahan Tanda
Bukti Perjanjlan darl nilai taaihan Penyedia.

13.Pambayaran

14.5anksi
al

pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan  Tanda Bukt  Perjanjpan,
dengan ketentuan:

1. penyedia telah mengajukan tagihan,;

2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus; dan

3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

. pembayaran lerakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai

100% (seratus perseratus) dan bukli penyerahan pekerjaan
diterbitkan.

Pejabat  Penandatangan/Penyesalion  Tanda  Buktl  Perjanflan
melakukan proses pembayaran atas pembelian barang sclambat
lambatnya 10(sepuluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa
dokumen pembayaran lengkap dan sah.

Penyedia dikenakan sanksi apabila;




1. Tidak menanggapl pesanan harang selambat-lambatnya 14
(empal belas) hari kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesual dengan kesepakalan
dalam lransaksi melalui e-Purchasing dan 5P i Lanpa
diserlai alasan yang dapat diterima; dan/atau

3. menyual barang melalul proses @ Purchasing dengan hnru_n
yang lebih mahal darl harga Barang/lasa yang diual selain
melalul e-Purchasing pada periode penjualan, jumiah, dan
Lempat serta spesifikasi teknis dan persyaralan yang sama.

b, Penyedia yang melakukan perbuatan sebayaimana dimaksud dalam
huruf a dikenakan sanksi adininistialif berupa:

1. peringatan tertulis;

2, denda; dan

3. pelaporan kepada | KPP untuk dilakukan:

a. penghentian sementara dalam sistem transaksi o-
Purchasing; atau
b. penurunan pencanluman dari Katalog Clektronik (e-
Calalogue).
¢. Tata Cara Pengenaan Sanksl

Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakarn
sanksl sehagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan
kelentuan mengenal sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala
LKPP tentang e-Purchasing.

15.Penqhentian dan Pemutusan LY
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesal
atau terjadi Keadaan Kahar.
L. Pemutusan SP olch Pegjabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
dapat melakukan pemutusan SP apabila:

a, kebutuhan baranyg/jasa Lidak dapal dilunda melebihi
helas erakhinmya SP,

b. berdazarkan penshlian I'¢labat
renandatangan/Pengesahan Tanda Dukti Perjanjian,
Penyedia  Ldak  akan  mampu  menyelesalkan
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempalan sampal dengan 50 (lima puluh) harl
kalender sejak  masa  beraklimya  pelaksanaan
pekerjiaan untuk menyelesalkan pekerjaan;

c. sctelah  diberikan  kesempatan  menyalesaikan
pekerjaan sampal dengan 50 (lima puluh)  hari
kalender sejak masa  berakhirnya pelaksanaan
pckerjaan, Penyedia Barang/lasa tidak  dapat
menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera  jangi  dalam  melaksanakan
kewajibannya dan hdak mamperbalkl kelalalannya
dalam jangka waktu yang lelah ditetapkan;

e. Penyedla terbukti melakukan KKN, kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang
diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/alau




f. pengaduan tentang penyimpangan prosadur, dugaan
KKN dan/atau pelanggaran persaingan schat dalam
pelaksanaan  pengadaan  dinyatakan  benar  oleh

instanal yang berwenang.
2. Pemutusan 5P sebagaimana dimaksud pada angka 1)
dilakukan salambat lambalnya 14 (empat belas) harl kerja
setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt

Perjanjian  menyampaikan ~ pemberitahuan  rencana
pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
t. Pemulusan SP aleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi
hal-hal sebagal herlkut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat
melaksanakan pekerjaan sesual ketentuan 5P atau
adendum SP;

h. Pejabal Penandatangan/Pengesahan  landa  Bukti
Perjanpan  gagal mamatuhl  keputusan  akhir
penyelesaian perselisihan; alau

c. Pejabat Penandalangan/Pengesahan landa Bukt
Penanpan tdak memenuhi kewajlban sebagaimana
dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemulusan SP sehagaimana dimaksud pada angka 1)
dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) harl kerja
setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana
pemutusan SP  secara  tertulis  kepada  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanpan.

16.0enda Keterlambatan Pelaksanadn Pekerjadn

Penyedia yang lerlambat menyelesalkan pekerjaan dalam jangka waklu
sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan  Penyedia,
dikenakan denda keterdlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari
total harga atau darl scbaglan total harga sebagaunana Lercantum dalam
SP int unluk seuap han kerarlambaran.

17.Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang Lerjadi diluar kehendak
para pihak dan Hdak dapal diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi,

h. Dalam hal terjadl Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan
tentang  terjadinya  Keadaan  Kahar  kepada Pejabal
Penandalangan/Pengesahan Tanda Dukti Perjanjian secara tertulis
dalam waktu selambat lambatnya 14 {empat belas) har kalender
scjak  terjadinyg Keadaan Kahar  yang dikeluarkan  oleh
pihak/instansl yang berwenang sesuai  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. lidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merogikan  yany
discbablkan olch perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pcekerjaan yang diakibatkan  aleh
terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Selelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapal melakukan
kesepakatan, yang diluangkan dalam pcrubahan Si%




18 Penyelesaian Parselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buku Perjanjian dan penyedis
berkewajlban untuk berupaya sungguh-sungygub menyelesalkan secara
damai semua perselisihan yang timbul dar atau berhubungan dengan 5P
Int atan inlerpretasinya selama atav setelah pelaksanaan pekarjaan. Jlka
perselisihan  tidak dapat diselesaikan secara musyawarah  maka
perselisihan akan disslesaikan melalul arhitrase, medhasi, konslllasl atau

pengadilan negerl dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19.Larangan Pemberian Kormisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personll satuan kerja Pejabal
Penandatangan/Pengesahan landa Bukti Perjanjlan telah alau akan
menerima kormsi dalam bentuk apapun (gralifikasi) atau keuntungan
tidak sah lainnya baik langsung maupun tidek langsung darl SP ini.
Penyedia menyetujul bahwa pelanggaran syarar Inl merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SP Inl.

20.Masa Berlaku SP

5P ini berlaku sejak tanggal SP Inl ditandatangani oleh para pihak sampai
dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 24 Januan 2023 sampai dengan 31 Maret 2023

Demikian SP Inl dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai
dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Unluk dan atas nama Pemerintah Daerah Provins Untuk dan atas nama
Kalimantan Tengah renyedia/kemitraan (KS0)
Pejabal Penantlalangan/Penyesalian SUMDCR ADADI

b

KHAIRAN
Direktur

Provinsi Kalimantan Tengah
NI, 197808042006041002




